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maka dipandang perlu untuk memberikan fzin Operasional terhadap Madrasah
Ibtidaiyah ML MA. Sukabakti, Desa Wanasalam Kec. Wanasalam Kab. Lebak
Provinsi Banten;

Bahwa Madrasah Ibtidalyah tersebut telah memenuhl persyaratan untuk diberikan
persetufuan menyelenggarakan pendidikan,

YU Ri No, 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nastonal;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Stundar Isi;
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
Keputusan Presiden RI' No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah
dengan Keppres RI No, 45 Tahun 2002;
Keputusan Menteri Agama Ri No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;

tusan Menteri Agama Rf No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi
Kew: Susunan Organisasl dan Tata Kerja Departemen Agama;
Keputusan Me Agama No373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tats
Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.

Keputusan Direktur |enderal Pendidikan Islam Nomor : D)J/456A/2008 tentang
Panduan Penyusunan wsw:ukumhmmmmm Islam tanggal 23 Desember
2008,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Memberikan |zin operasional pada Madrasah Ibtidaivah ML MA. Sukabakti, Desa
Wanasalam Kec. Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten:

Kepada Madrasah [btidalyah di atas diberikan status sebagal Madrasah Terdaftar dan
Nomor Statistik seperti tercantum dalam Plagam Pendirian Izin Operasional;

Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah [btidaiyah yang tercantum dalam surat
keputusan ini tidak sesual dengan persyaratan yang ditentulan, maka keputusan ini
akan diubab dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah [btidalyah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

DITETAPKAN D! : Rangkasbitung

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;

2. Yth. Inspekctur Jenderal Kementerian Agama RI;

3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov, Banten;



